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Abstrak: 
Judul Penelitian ini adalah “ Implementasi Kebijakan Revitalisasi Posyandu Di Puskesmas Kawat Kecamatan 
Tayan Hilir Kabupaten Sanggau.  Penelitian Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas Revitalisasi 
Posyandu Di Puskesmas Kawat Tayan Hilir dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas 
Revitalisasi Posyandu di Puskesmas Kawat Tayan Hilir. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan 
implementasi kebijakan revitalisasi posyandu di puskesmas kawat kecamatan tayan hilir Kabupaten Sanggau 
yang masih belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan tiga tahap 
analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan 
Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Subjek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terkait dengan 
implementasi kebijakan revitalisasi posyandu serta masyarakat setempat sebagai target sasaran kebijakan. 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa 
faktor yang dikemukakan oleh Edward III. Untuk itu rekomendasi kebijakan adalah dilakukannya penijauan 
ulang terhadap kegiatan terkait dengan implementasi kebijakan revitalisasi posyandu sehingga dapat berjalan 
sesuai tujuan. 
 
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Revitalisasi Posyandu  
 
 
Abstract: 
The title of this research is "The Implementation of The Revitalization Policy of Posyandu at Puskesmas Kawat 
in the district of Tayan Hilir, Region of Sanggau. This thesis research aims to describe the activity of The 
Revitalization of Posyandu at Puskesmas Kawat and to describe the factors that affect that activity. The title of 
this thesis raised based on the problem of the implementation of the revitalization policy at Puskesmas Kawat 
which has not implemented optimally. This research uses a qualitative analysis with three phases of analysis: 
data reduction, data presentation and conclusion. The location of this research is in the district of Tayan Hilir, 
region of Sanggau. The Subjects are the Government of the region of Sanggau itself which is relating to the 
implementation of the revitalization policy of posyandu and also the local communities as the target of the 
policy. The conclusion of this research is that this unmaximum of the policy implementation due to several 
factors as what is stated by Edward III. Therefore, the recommendation of this policy is by re-controlling toward 
the activity that related to the implementation of the revitalization policy of posyandu so that it can works well 
as it aims to be. 
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A. PENDAHULUAN 

 Masalah yang di hadapi beberapa 
negara berkembang dewasa ini adalah 
mengurangi jumlah kemiskinan dengan 
menggunakan berbagai cara baik melaui 
infrastruktur ekonomi seperti pembangunan 
jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, 
maupun membangun derajat dan partisipasi 
masyarakat melalui meningkatkan 
pendidikan maupun kesehatan. Namun 
demikian kendala utama yang dihadapi 
hampir semuanya sama, yang umumnya 
bersumber pada permasalahan 
kependudukan. Tujuan diselenggarakannya 
pembangunan kesehatan adalah 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan 
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 
agar terwujud  derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal. Keberhasilan pembangunan 
kesehatan berperan penting dalam 
meningkatkan mutu dan daya saing sumber 
daya manusia Indonesia. 
 
      Pemerintah dalam menyehatkan seluruh 
masyarakat, menyelenggarakan berbagai 
pelayanan untuk masyarakat kelas atas 
pemerintah memberikan ijin terhadap pihak 
swasta dengan membangun Rumah sakit, 
Rumah sakit swasta dengan fasilitas yang 
lengkap dan modern. Akan tetapi sebagai 
Pemerintah mempunyai tanggung jawab 
untuk menyehatkan warganya dengan 
memberikan fasilitas/sarana dan pelayanan 
dari pusat sampai ke daerah, yaitu dengan 
mendirikan rumah sakit, puskesmas dan 
puskesmas keliling disamping itu untuk 
memonitoring bagi warganya yang berada 
ditingkat desa/kelurahan untuk anak balita 
dibentuklah posyandu. Adapun kegiatan 
posyandu adalah untuk melakukan kegiatan 
pelayanan bagi kesehatan anak balita, dalam 
melaksanakannya bekerjasama dengan pihak 
puskesmas. Dengan kegiatan tersebut maka 
pemerintah akan mengetahui keberadaan 
masalah yang ada di anak-anak balita sedini 
mungkin, karena anal-anak merupakan 
generasi penerus suatu bangsa. 

      Pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk 
keterpaduan pelayanan kesehatan dan 
keluarga berencana. Yang dilaksanakan di 
tingkat dusun dan wilayah kerja masing-
masing puskesmas. Posyandu berperan 
sebagai wadah yang dibentuk dari swadaya 
masyarakat sebagai filter awal dalam 
perbaikan derajat kesehatan masyarakat. 
Biasanya posyandu dilakukan dibalai desa 

dengan menggunakan mekanisme lima meja 
dengan urutan di mulai dari penyuluhan 
berkelompok, penimbangan balita, 
pencatatan pada KMS, pelayanan untuk ibu 
hamil, ibu menyusui dan pasangan usia 
subur tentang KB sampai dengan vaksinasi. 
Dengan terselenggaranya kegiatan ini maka 
posyandu dapa menjadi sarana surveillance 
yang baik terutama dalam mencegah 
terjadinya kasus kurang gizi dan gizi buruk. 
Data-data ini adalah yang menjadi acuan 
dalam melakukan perbaikan gizi di daerah 
tersebut yang di koordinasikan dengan 
puskesmas setempat. 

      Dimana masih banyak balita-balita yang 
menderita polio, busung lapar, gizi buruk 
dan berbagai penyakit yang menimpa balita 
yang dibawah umur. Adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
aktivitas Revitalisasi Posyandu Di 
Puskesmas Kawat Tayan Hilir dan 
mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktivitas Revitalisasi 
Posyandu di Puskesmas Kawat Tayan Hilir. 

      Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 
adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh, dari 
dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
pada umumnya serta kesehatan ibu dan anak 
pada khususnya. Posyandu merupakan 
bagian dari pembangunan untuk mencapai 
keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, 
dilaksanakan oleh keluarga bersama dengan 
masyarakat dibawah bimbingan petugas 
kesehatan dari puskesmas setempat. Tujuan 
dari Posyandu adalah meningkatkan fungsi 
dan kinerja posyandu agar dapat memenuhi 
kebutuhan tumbuh kembang anak sejak 
dalam kandungan, dan agar status gizi  
maupun derajat kesehatan ibu dan anak 
dapat dipertahankan dan di tingkatkan. 

      Revitalisasi posyandu bertujuan untuk 
meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu 
terutama dalam pemantauan pertumbuhan 
balita. Tujuan pokok kegiatan revitalisasi 
posyandu meliputi antara lain: 1. 
Meningkatkan kualitas dan kemampuan 
keterampilan kader posyandu. 2. 
Meningkatkan penggelolaan dalam 
pelayanan posyandu. 3. Meningkatkan 
pemenuhan kelengkapan sarana, alat, dan 
obat di posyandu. 4. Meningkatkan fungsi 
pendamping dan kualitas pembinaan 
posyandu. 
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      Adapun rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu Bagaimana Proses 
Implementasi Kebijakan Revitalisasi 
Posyandu di Puskesmas  Kawat Kecamatan 
Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. 

      Tujuan dalam penelitian ini yaitu:(1) 
Meningkatkan kualitas kemampuan 
pengetahuan dan ketrampilan teknis kader 
posyandu. (2)Meningkatkan fungsi 
pendampingan dan pembinaan posyandu. (3) 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi aktivitas revitalisasi 
posyandu di Puskesmas Kawat. 
      Manfaat dalam penelitian ini yaitu: (1) 
hasil penelitian ini dapat dapat dijadikan 
tambahan bacaan pengetahuan dan 
diharapkan dapat membantu untuk lebih 
memahami pentingnya program revitalisasi 
posyandu. (2) Dapat menjadi masukan atau 
sumbangan pemikiran terhadap pembahasan 
dalam mengatasi masalah yang ada pada 
Posyandu di Kecamatan Tayan Hilir. 

 
B. Kerangka Teori dan Metodologi 
1. Kebijakan Publik 

      Analisis penelitian ini didasarkan pada 
konsep implementasi kebijakan yang 
merupakan salah satu tahapan dari proses 
kebijakan pemerintah setelah perumusan 
dan penetapan kebijakan 

      Pendapat Edward III (dalam Leo 
Agustino, 2006 : 149) pada dasarnya menilai 
bahwa suatu kebijakan dikatakan berhasil 
bukan hanya dilihat dari tercapainya target 
suatu program yang diinginkan, tetapi juga 
apakah sasaran atau implementasi kebijakan 
berhasil. Edward III mengemukakan ada 4 
faktor dalam mengimplementasikan 
kebijakan publik: 
 

1. Resaurces (Sumber Daya) 
Ada tiga hal penting dalam proses 

komunikasi kebijakan, yakni transmisi,   
konsistensi dan kebijakan (clarity), menurut 
Edwards, persyaratan pertama bagi 
implementasi kebijkan yang efektif adalah 
bahwa mereka yang melaksanakan 
keputusan harus mengetahui apa yang harus 
akurat dan harus dimengerti dengan cermat 
oleh para pelaksana.  

 
 

2. Communication (Komunikasi) 
      Yakni sumber-sumber dalam 
implementasi kebijakan memegang peranan 
penting, karena implementasi kebijakan 
tidak akan  efektif  bila mana sumber-
sumber yang dibutuhkan tidak memadai  
atau  relevan. Sumber daya yang penting 
yaitu staf yang memadai yang memiliki 
keahlian-keahlian yang baik untuk 
melaksanakan tugas-tugas mereka, serta 
adanya wewenang dan fasilitas-fasilitas yang 
diperlukan untuk menterjermahkan usulan-
usulan yang ada untuk melaksanakan 
usulan-usulan yang ada untuk melaksanakan 
usulan publik. 

3. Disposition ( Kecendrungan Sikap 

atau Tingkah ) 

      Dalam hal ini yang terpenting adalah 
sikap mendukung dari para implementor 
terhadap implementasi   kebijakan. Artinya, 
para implementor bersedia untuk mengambil 
inisiatif  dalam rangka melaksanakan 
kebijakan, justru sangat tergantung sejauh 
mana wewenang yang ada padanya. Sikap 
implementor melibatkan tiga faktor yang 
saling terkait, yaitu : efek sikap (effect of 
dispotition),  staf   birokrasi (staffing the 
bureaucracy), dan insentif (incentives). 
 

4. Bureaucratic Struktur (Struktur 
Birokrasi) 

Birokrasi merupakan salah satu badan 
pelaksana kebijakan, dimana menurut 
Edwards ada dua unsur penting dalam 
birokrasi yaitu yang berkaitan dengan 
prosedur kerja ukuran-ukuran dasar dan 
fragmentasi. 

Sedangkan menurut Anderson (dalam 
Nugroho 2004 : 3) adalah : “kebijakan yang 
dikembangkan badan - badan  atau pejabat – 
pejabat pemerintah”. Sedangkan kebijakan 
publik menurut  Islamy (1994 : 20) adalah : 
“serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  
tujuan atau  berorientasi  pada tujuan yang 
ditetapkan  untuk   dilaksanakan atau tidak 
oleh pemerintah dalam rangka kepentingan 
seluruh masyarakat. 

 
      Pendapat di atas, memperlihatkan bahwa 
efektif tidaknya suatu kebijakan yang dibuat, 
maka dapat dilihat dari penerapannya dalam 
masyarakat dalam bentuk semakin banyak 
pelanggaran atas kebijakan menunjukkan 
bahwa kebijakan tersebut tidak efektif 
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berlakunya di masyarakat, sehingga 
diperlukan tindakan sosialisasi terlebih 
dahulu atas kebijakan tersebut. 
 
2. Metode Penelitian 

Penelitian ini disajikan dalam bentuk 
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, 
sehingga pemecahan   masalahnya 
dilakukan dengan menggambarkan apa 
yang termuat di dalam tujuan peneltian 
berdasarkan fakta di lapangan. 
      Penelitian deskriptif adalah penelitian 
yang sekedar untuk melukiskan atau 
menggambarkan (deskriptif) sejumlah 
variabel yang berkenaan dengan masalah 
atau unit yang diteliti tanpa mempersoalkan 
hubungan antara variabel sebagai upaya 
eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu 
fenomena atau kenyataan sosial. 

      Dalam penelitian ini penulis memperoleh 
data melalui analisis suatu data telah 
berlangsung sejak proses pertama kali 
dilakukan, setiap informan yang akan 
dijadikan materi penulisan harus melalui 
suatu proses pertimbangan dan didalamnya 
sudah mengandung aktivitas analisis. 
Analisis data mencakup penafsiran semua 
infromasi yang dikumpulkan, mengatur 
hasil-hasil penelitian.  
      Analisis data dilakukan melalui beberapa 
tahapan, paling tidak mencakup : Pertama, 
data yang berhasil dikumpulkan kemudian 
dilakukan pemisahan-pemisahan, 
pengkategorian atau pengklasifikasian, 
sehingga memudahkan peneliti melakukan 
aktivitas berikutnya. Kedua, data yang sudah 
dikelompokkan, dipilah untuk segera diolah 
sehingga dapat dengan mudah ditafsirkan 
untuk melangkah pada tahap penarikan 
kesimpulan. 
      Bogdan & Biklen dalam Moleong (2000 
: 93), mengungkapkan bahwa analisis data 
adalah proses mencari dan mengatur secara 
sistematis transkip interview, catatan 
lapangan dan bahan-bahan lain yang 
ditemukan di lapangan. Kesemuanya itu 
dikumpulkan untuk meningkatkan 
pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan 
membantu untuk mempresentasikan temuan 
penelitian kepada orang lain. Pendapat 
tersebut menunjukkan bahwa dalam analisis 
data terkandung muatan pengumpulan dan 
interpretasi data, dan menjadi ciri utama dari 
penelitian deskriptif. 
 

 
C.   Hasil dan Pembahasan 
1) Peningkatan Kualitas Kemampuan    
Pengetahuan dan Ketrampilan        Teknis 
Kader Posyandu 
 
      Salah satu unsur dalam kebijakan 
revitalisasi posyandu adalah peningkatan 
kemampuan pengetahuan dan keterampilan 
teknis dari kader posyandu. Dengan 
kemampuan kader keterampilan kader 
posyandu yang cukup memadai maka para 
kader posyandu akan dapat melaksanakan 
tugas yang menjadi tanggung jawabnya 
secara baik.  
      Berkaitan dengan kualitas kemampuan 
pengetahuan dan keterampilan teknis kader 
posyandu di wilayah kerja puskesmas 
Kawat, berdasarkan hasil observasi dan 
wawancara dapat di jelaskan bahwa dari 18 
orang kader yang menjadi subjek penelitian 
sebanyak 2 orang tidak tamat SD, 7 orag 
tamat SD, 5 orang tamat SLTP dan 4 orang 
tamat SMA. Berdasarkan data ini 
menunjukan bahwa kualitas kader ditinjau 
dari sisi pendidikan relatif rendah, yakni 
sebagian besar posyandu hanya 
berpendidikan SD tentunya pola pikir 
mereka masih sangat sederhana dan 
wawawsan mereka juga masih sangat 
terbatas. Kondisi tingkat pendidikan kader 
posyandu yang relatif rendah ini memang 
sangat mungkin terjadi, karena sebagaimana 
di ungkapakan oleh Kepala Puskesmas 
Kawat Tayan Hilir bahwa tidak ada 
persyaratan pendidikan tertentu untuk 
menjadi kader posyandu. Syarat utama untuk 
menjadi kader posyandu adalah bisa baca 
dan tulis dan memipunyai minat untuk 
menjadi kader posyandu. Bagi warga yang 
mempunyai tingkat pendidikanb yang cukup 
tinggi pada umumnya kurang memilikiminat 
atau kemauan untuk menjadi kader 
posyandu. Hal ini sangat wajar karena kader 
posyandu adalah pekerjaan sosial yang tidak 
ada insentif khusus, sehingga tidak mudah 
mencari kader posyandu yang berkualitas 
secara akademis. Hanya orang-orang yang 
memiliki jiwa sosial dan pengabdian yang 
tinggi yang bersedia menjadi kader 
posyandu. Oleh karena itu mengingat tingkat 
pendidikan kader posyandu relatif sangat 
rendah maka jelas bahwa tingkat 
kemampuan pengetahuan mereka juga masih 
sangat rendah. Namun jika ditinjau dari sisi 
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ketrampilan dasar yang cukup baik. Mereka 
telah dapat melaksanakan kegiatan posyandu 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku bagi kegiatan posyandu. 
      Dari wawancara yang didapat dari 
Dokter Ginting, untuk meningkatkan 
kemampuan para kader posyandu biasanya 
secara periodic yang diberikan 3 kali dalam 
setahun para kader posyandu tersebut secara 
bergantian diberikan pelatihan dipuskesmas 
guna meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan teknis mereka, adapun jenis 
pelatihan yang didapat para kader di 
kecamatan Tayan Hilir adalah sosialisasi 
poyandu, penyuluhan tentang kejang 
demam, sosialisasi tentang imunisasi, 
penyegaran kader, penyakit tidak menular, 
sosialisasi RW siaga, evaluasi laporan 
posyandu, sosialisasi tumbuh kembang anak, 
jaminan persalinan dan pelanan gizi. 

      Pelatihan kader posyandu tersebut 
memang belum bisa dilaksakan serentak 
bagi seluruh kader karena terbatasnya dana 
yang tersedia. Biasanya tiap posyandu hanya 
dapat mengirimkan 1-2 orang kader untuk 
mengikuti pelatihan tersebut. Lebih lanjut 
kepala puskesmas menjelaskan bahwa secara 
umum para kader cukup antusias dalam 
mengikuti pelatihan tersebut, walaupun 
mereka harus datang cukup jauh tanpa 
memperoleh uang transportasi. Menurut 
kepala puskesmas dana yang tersedia hanya 
cukup untuk memberikan konsumen secara 
sederhanapada saat pelatihan yang 
dilaksanakan selama satu hari penuh 
dipuskesmas. Meteri yang diberikan pada 
saat pelatihan meliputi pelayanan 5 meja 
pada posyandu, simulasi dan juga materi 
penyuluhan kesehatan yang dianggap 
relevan pada saat itu. 

      Berdasarkan kriteria kualitas pelayanan 
yang dapat diberikan oleh suatu posyandu 
maka posyandu dapat dikelompokan 
menjadi 4 kategori yakni Posyandu Pratama, 
osyandu Madya, Posyandu Purnama, dan 
Posyandu Mandiri. Posyandu Pratama adlah 
posandu yang belum dapat melaksanakan 
kegiatan secara rutin tiap bulan dengan 
frekuensi penimbangan kurang dari 8 kali 
dalam setahun, jumlah kader yang bertugas 
kurang dari 5 orang, dan cakupan program 
utamanya KB, KIA, GIZI dan IMUNISASI) 
masih dibawah 50%. Posyandu Madya 
adalah posyandu yang sudah dapat 

melaksanakan kegiatan secara rutin tiap 
bulan dengan frekuensi penimbangan lebih 
dari 8 kali dalam setahun, jumlah kader yang 
bertugas 5 orang atau lebih dan cakupan 
program utamanya (KB, KIA, GIZI dan 
IMUNISASI) masih dibawah 50%. Serta 
sudah ada kegiatan tambahan, ada dana 
sehat meskipun cakupannya masih kurang 
dari 50% dari jumlah KK. Posyandu mandiri 
adalah posyandu yang sudah dapat 
melaksanakan kegiatan secara rutin tiap 
bulan dengan frekuensi penimbangan lebih 
dari 8 kali dalam setahun, jumlah kader yang 
bertugas 8 orang atau lebih dan cakupan 
program utamanya (KB, KIA, GIZI dan 
IMUNISASI) lebih dari 50% sudah ada 
program kegiatan tambahan dan cakupan 
dana sehat melebihi 50% Kepala Keluarga. 

      Berdasarkan informasi yang diperoleh 
dilapangan bahwa para kader dalam 
menjalankan tugasnya tidak memperoleh 
insentif. Mereka adalah relawan sejati dalam 
menjalankan tugasnya. Bahwa mereka harus 
berkorban menyediakan tempat atau 
peralatan yang diperlukan posyandu. Para 
kader posyandu sebenarnya juga berharap 
atas insentif tersebut, meskipun insentif 
tersebut jumlahnya kecil, dengan begitu 
dapat meningkatkan semangat kerja para 
kader 

2) Peningkatan Fungsi Pendampingan 
dan Pembinaan Posyandu 

      Fungsi pendampingan bagi posyandu 
secara umum sudah dapat dilakukan secara 
memadai terutama oleh petugas puskesmas. 
Setiap ada kegiatan posyandu maka petugas 
petugas puskesmas selalu hadir. Jika petugas 
puskesmas tidak bisa hadir maka yang 
bersangkutan memberikan informasi kepada 
kader sehingga pelaksanaan kegiatan 
posyandu tetap dapat dilakukan. 

      Pada umumnya petugas yang turun 
kelapangan merupakan petugas puskesmas 
(Perawat). Sebagaimana yang diungkapkan 
oleh kepala puskesmas bahwa petugas dari 
puskesmas (bidan) jarang turun memberikan 
pendamping pada kegiatan posyandu, karena 
pada umunya mereka juga memiliki 
kesibukan yang cukup padat dipuskesmas, 
karena tingkatan pekerjaan yang harus 
ditangani di puskesmas sendiri cukup tinggi. 
Petugas puskesmas (bidan) dapat dipastikan 
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hadir dalam kegiatan posyandu jika ada 
program khusus yang perlu dilakukan bagi 
kepentingan masyarakat misalnya 
memberikan imunisasi masal, penyuluhan 
atau sosialisasi posyandu. Untuk mendorong 
semangat kerja para kader, kepala 
puskesmas berusaha untuk mengajukan 
anggara insentif bagi para kader kepada 
pemerintah. 

      Posyandu sebagai suatau lembaga 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat sudah 
selayaknya jika terus dibina oleh pihak-
pihak yang berkompoten baik itu pihak 
pemerintah daerah. Pembinaan dapat 
dilakukan dengan cara memberikan 
pendampingan melalui petugas puskesmas 
maupun melalui pendidikan/pelatihan bagi 
para kader. Selain itu para pendamping juga 
terus berusaha untuk memberikan motivasi 
kepada para kader agar melaksanakan 
kegiatan posyandu secara rutin dan lancar. 
Dengan adanya pembinaan ini para kader 
posyandu bisa bertahan cukup lama 
walaupun tanpa adanya  imbalan material 
maupun financial. 

      Adapun pembinaan dari pihak 
pemerintah baik pemerintah tingkat 
kecamatan maupun tingkat desa untuk hal 
pembinaan ini belum dapat direalisasikan, 
disebabkan karena masih adanya persepsi 
yang salah atas posyandu. Mereka masih 
beranggapan bahwa posyandu merupakan 
lembaga dalam bidang kesehatan sehingga 
pembinaannya merupakan tanggung jawab 
bidang kesehatan yakni puskesmas maupun 
polindes. Persepsi inilah yang seharusnya 
tidak perlu terjadi, karena dengan adanya 
sikap proaktif ini maka pemerintah bepikir 
bahwa mereka tidak perlu mencampuri 
urusan posyandu. Hal inilah yang 
menunjukkan bahwa belum adanya 
pemahaman yang tepat atas status posyandu 
dalam proses pelayanan kesehatan dasar 
bagi anggota masyarakat. 

3) Faktor-faktor yang Mempengaruhi 
Aktivitas Revitalisasi Posyandu di 
Puskesmas Kawat Kecamatan Tayan 
Hilir 

a. Faktor Komunikasi 

       Pada dasarnya posyandu merupakan 
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 

untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 
Jadi posyandu bukanlah lembaga pemerintah 
atau lembaga yang operasionalisasinya 
menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Pemerintah dalam konteks ini hanyalah 
sebagai fasilitator bagi posyandu. Namun 
pada kenyataan secara umum masyarakat 
menganggap bahwa posyandu itu menjadi 
tanggung jawab pemerintah khususnya dinas 
kesehatan/puskesmas. Bahwa pandangan 
masyarakat awam semacam ini juga menjadi 
pandangan bagi aparat kecamatan. 
Sebagaimana dampaknya aparat Kecamatan 
kurang peduli dengan aktivitas posyandu 
karena mereka juga beranggapan bahwa 
masalah kesehatan bukanlah masalah atau 
tanggung jawab baginya. Posyandu bagi 
aparat Kecamatan menjadi tanggung jawab 
Puskesmas. Hal ini menunjukkan bahwa 
informasi berkaitan dengan eksistensi 
posyandu bagi masyarakat maupun aparat 
masih sangat kurang. 

      Berdasarkan wawancara dengan kepala 
Puskesmas dan masyarakat mengatakan 
bahwa setiap saat terjadinya pelaksanaan 
posyandu yang dilakukan 1 kali dalam 
sebulan ini tidak ada campur tangan dari 
aparat kecamatan, lembaga sosial maupun 
swasta, padahal sebelum pelaksanaan 
posyandu selalu diberikan sosialisasi terlebih 
dahulu dan undangan kepada aparat dan 
lembag-lembaga sosial lainnya, namun yang 
hadir tetaplah petugas dari puskesmas, 
bidan, perawat, kader dan anggota 
masyarakat dikecamatan Tayan Hilir, karena 
hal itulah yang menjadi penyebab kujrang 
pedulinya pemerintah terhadap pelaksanaan 
posyandu yang hanya beranggapan bahwa 
posyandu semata-mata dibangun untuk 
masyarakat yang akan dibawahi oleh 
puskesmas yang menjadi pembina dalam 
setiap kegiatan posyandu. 

      Selain itu banyak sekali masyarakat yang 
juga kurang memahami fungsi dan manfaat 
posyandu. Sebagian besar masyarakat 
berkunjung ke posyadu adalah untuk 
memeriksa kehamilan dan vaksinasi anak 
balitanya. Setelah tahapan vaksinasi 
balitanya berakhir maka mereka jarang 
berkunjung atau aktif pada kegiatan 
posyandu. 

      Komunikasi dalam implementsai 
kebijakan revitalisasi dapt diukur dari 
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beberapa indikator, yaitu sebagai berikut: (1) 
Tranmisi. (2) Kejelasan. (3) Konsistensi. 

b. Faktor Sumber Daya 

      Sumber daya itu dapat berupa dana, 
fasilitas, tenaga, wewenang maupun 
informasi. Setiap kebijakan atau program 
akan dapat terimplementasikan secara 
optimal jika ada dukungan yang maksimal 
dari sumber daya yang diperlukan dan 
sebaliknya jika ada dukungan sumber daya 
yang tidak layak maka sulit kebijakan dapat 
diimplementasikan secara optmal. Akan 
tetapi dalam hal penulisan ini tidak 
menyoroti semua unsur dari sumber daya 
tersebut tetapi akan difokuskan pada tenaga, 
dana, dan fasilitas. 

      Berdasarkan penelitian dilapangan 
bahwa tenaga kader posyandu adalah 
bersifat sukarelawan dan tidak mengikat 
karena tidak ada insentif yang tetap bagi 
mereka. Mereka yang bersedia menjadi 
kader posyandu adalah warga masyarakat 
yang betul-betul memiliki jiwa sosial dan 
pengabdian kepada masyarakat dan mereka 
tidak memperoleh honor. Kader posyandu 
bukanlah profesi yang dapat memberikan 
penghasilan yang layak. Oleh karena itu 
tidak mudah memperoleh tenaga kader 
posyandu di Kecamatan Tayan Hilir 
sebagian besar adalah berpendidikan SD. 
Dengan tingkat pendidikan yang rendah dari 
para kader posyandu maka kemampuan 
mereka juga sangat terbatas dan akibatnya 
proses perkembangan posyandu juga sangat 
lambat bahkan banyak posyandu yang 
bersifat stagnan atau tidak berkembang. 

c.  Faktor Disposition 

      Faktor sikap pelaksana merupakan faktor 
yang mempunyai konsekuensi penting bagi 
implementasi kebijakan. Jika implementator 
setuju dengan bagian-bagian isi dari 
kebijakan maka mereka akan melaksanakan 
dengan senag hati tetapi sikap pandangan 
mereka berbeda dengan pelaksana kebijakan 
maka proses implementasi akan mengalami 
banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau 
respon implementor terhadap kebijakan 
yakni kesadaran, pelaksana, petunjuk 
pelaksana untuk merespon program ke arah 
penarimaan atau penolakan, dan intensitas 
dari respon tersebut. 

      Disamping itu dukungan para 
pemerintah setempat sangat dibutuhkan 
dalam mencapi sasaran program dukungan 
dari lembaga sosial juga sangat berpengaruh 
dalam pelaksanaan program agar dapat 
mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
Wujud dari dukungan pemerintah setempat 
dan lembaga sosial adalah menenpatkan 
kebijakan menjadi prioritas program, dengan 
orang-orang yang mendukung program, 
memperhatikan keseimbangan daerah, 
agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik 
demografi yang lain. Disamping itu 
dukungan dan kerjasama ini juga 
membutuhkan adanya bantuan dana yang 
cukup guna memberikan insentif bgi para 
pelaksana program agar mereka dapat 
bekerja dengan sebuah motivasi yang tinggi 
dalam melaksanakan kebijakan. 

      Dalam implementasi kebijakan 
implementasi revitalisasi seharusnya banyak 
melibatkan peran serta pemerintah, lembaga 
sosial dan lembaga swasta setempat. Akan 
tetapai sikap inilah yang menjadi salah satu 
masalah bagi kebijakan revitalisasi karena 
adanya kesalahan persepsi bagi masing-
masing lembaga yang pada dasarnya 
posyandu merupakan lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. 

      Jadi posyandu bukanlah lembaga 
pemerintah atau lembaga yang 
operasionalisasinya menjadi tanggung jawab 
pemerintah. Pemerintah didalam konteks ini 
hanyalah sebagai fasilitator bagi posyandu. 
Pemerintah  mendukung, mendorong dan 
memberikan bantuan agar posyandu dapat 
berfungsi secara optimal. Namun pada 
kenyataannya secar umum sikap masyarakat 
yang menganggap bahwa posyandu itu 
menjadi tanggung jawab pemerintah 
khususnya oleh dinas kesehatan/puskesmas 
dan bahkan sikap masyarakat yang semacam 
ini juga menjadi sikap yang dilakukan bagi 
aparat kecamatan. 

      Sebagaimana dampaknya sikap aparat 
kecamatan yang kurang perduli dengan 
aktifitas posyandu dikarenakan mereka juga 
beranggapan bahwa masalah kesehatan 
bukanlah masalah atau tanggung jawab 
baginya. Posyandu bagi aparat kecamatan 
adalah menjadi tanggung jawab puskesmas, 
kecamatan tidak mempunyai kewajiban 
untuk membina posyandu. Hal inilah yang 
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akan menunjaukan disposition atau sikap 
yang berkaitan denga eksistensi posyandu 
bagi masyarakat ataupun aparat masih 
sangat kurang. 

D. Simpulan dan Keterbatasan 

1. Kesimpulan 

      Keterampilan kader posyandu di 
Kecamatan Tayan Hilir dalam memberikan 
pelayanan kegiatan posyandu yang 
mencakup 5 meja pada umunya sudah cukup 
baik. Namun dari sisi kualitas pendidikan 
kader posyandu Kecamatan Tayan Hilir 
masih relatif rendah. Dengan tingkat 
pendidikan kader yang rendah ini maka 
pengembangan posyandu belum dapat 
berlangsung secara baik. Pengelolaan 
posyandu secara umum telah dapat 
dilaksanakan. Namum demikian kualitas 
pelayanan posyandu tersebut belum dapat 
mencapai hasil yang optimal. Hal ini dapat 
dilihat dari klasifikasi posyandu yang ada di 
Kecamatan Tayan Hilir yang sebagian besar 
termasuk kategori tingkat madya. Serta 
proses pemberdayaan masyarakat terutama 
bagi kader posyandu baik pemberdayaan 
dalam bidang pendidikan maupun bidang 
kesejahteraan belum dapat terlaksana secara 
baik. Kegiatan pendamping terhadap kader 
dalam rangka pelaksana posyandu sudah 
dapat dikatakan baik. Pendampingan kader 
ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang 
berasal dari petugas Puskesmas. Setiap 
kegiatan posyandu selalu dihadiri oleh 
petugas puskesmas. Sementara pembinaan 
posyandu masih kurang karena dapat dilihat 
dari belum tersedianya sarana dan prasarana 
yang diperlukan oleh posyandu, dan pihak 
aparat Pemerintah belum memberikan 
perhatian terhadap Posyandu dan 
aktivitasnya. 

      Dalam aktivitas posyandu terdapat 
Faktor-faktor yang menjadi penghambat 
dalam Implementasi Program Revitalisasi 
Posyandu di Kecamatan Tayan Hilir adalah 
komunikasi tentang posyandu belum dapat 
dilaksanakan secara intensif, sumber daya 
yang belum memadai dalam pelaksanaan 
posyandu yang berkenaan dengan 
Revitalisasi Posyandu, disposition/sikap 
yang kurang mendukung dari aparat 
Pemerintah dan masyarakat setempat atas 
kepedulian untuk posyandu yang membuat 

bermacam-macam persepsi yang salah 
terhadap posyandu. 

2.   Keterbatasan Studi 

     Dalam penelitian ini tidaklah 
semuanya berjalan lancar sesuai dengan 
rencana peneliti, namun dalam penelitian ini 
peneliti memiliki beberapa keterbatasan dan 
kekurangan dalam menganalisis data. Serta 
keterbatasan literatur yang peneliti miliki 
seperti buku yang memiliki hubungan 
dengan masalah penelitian cukup sulit 
didapat. Sementara banyak faktor yang 
mempengaruhi aktivitas posyandu di 
Puskesmas Kawat Tayan hilir. Dengan 
keterbatasan ini, diharapkan dapat dilakukan 
perbaikan untuk penelitian selanjutnya 
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